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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab 3, maka dapat disimpulakan hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Kedudukan  alat bukti keterangan ahli  mempengaruhi keyakinan hakim dalam 

membuat putusan tindak  pidana  korupsi,  adalah  disamakan  keterangannya  

dengan  saksi  atau  barang  bukti yang  lain,  akan  tetapi  keterangan  ahli  

akan  mendapatkan  perhatian  hakim  jika  menurut pertimbangan seorang 

hakim bahwa ahli tersebut layak dan sesuai dengan logika berfikir serta 

moralitas hakim maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim. 

Dalam pembuktian kedudukan ahli bukan semata-mata hanya bersifat limitatif 

atas pengetahuannya namun jika seorang ahli  mengalami,  mendengar  atau  

melihat  kejadian  atau  suatu  perkara  secara langsung maka seorang ahli 

dapat pula menjelaskan apa yang dia ketahui sebagai saksi.  

2. Peranan ahli penting jika perkara yang  diperiksa  terkait  dengan  bidang  ilmu  

yang  tidak  dikuasai  penegak  hukum.  Dengan demikian, ahli  dapat  pula  

dikesampingkan  jika  keberadaannya  tidak  membantu pemeriksaan perkara. 

Jenis ahli yang sering dihadirkan dalam sidang pengadilan  perkara  tindak  

pidana  korupsi  diperoleh  pemahaman  bahwa  seorang  ahli memiliki  peran  

penting terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya dan tak jarang pula 

seorang ahli dihadirkan  untuk  membuat  terang  dari  sebuah  perkara. Dalam  

persidangan  seorang  ahli  memberikan  keterangan  sesuai  dengan  
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keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang 

terungkap ketika keterangan ahli  disampaikan  di  depan  persidangan  

menjadikan  petunjuk  dari  sebuah penyelesaian tindak pidana. 

B. Saran 

  

1. Perlu  adanya  regulasi  untuk  syarat  seorang  bisa  dikatakan  ahli  dan 

dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli di muka sidang pengadilan 

secara merata dan bersifat mengikat bagi masing-masing profesi yang akan 

hadir di sidang pengadilan.  

2. Seorang  ahli  yang  akan  dihadirkan  di  sidang  pengadilan  haruslah memiliki 

keahlian keilmuan dan memiliki integritas, independen, moralitas dan  

profesionalisme,  sehingga  dapat  memberikan  keterangan  yang berkualitas 

ditiap tahap peradilan dan di muka sidang pengadilan.
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